
 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR  35  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021  

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN TAMAN 

KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 

Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Nomor 31 Tahun 2021 tentang  Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, namun 

dalam pelaksanaanya diperlukan pengaturan lebih 

lanjut; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 

tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 6); 

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7); 

  

         MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN 

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA 
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      Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah 

Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 1 

             Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Wali  Kota  sebagai  unsur 

penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang. 

5. Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota 

Tangerang. 

6. Sekolah  adalah  sekolah  dasar,  dan  sekolah  

menengah pertama  yang  diselenggarakan  oleh  

lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang. 

7. Taman  Kanak-Kanak  yang  selanjutnya  disingkat  TK 

adalah  salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  anak  

usia dini  pada  jalur  pendidikan  formal  yang 

menyelenggarakan  program  pendidikan  bagi  anak 

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

8. Sekolah  Dasar  yang  selanjutnya  disingkat  SD  adalah 

salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang 

menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada  jenjang 

pendidikan dasar. 

9. Sekolah  Menengah  Pertama  yang  selanjutnya  

disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang  menyelenggarakan  pendidikan  
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umum  pada  jenjang pendidikan  dasar  sebagai  

lanjutan  dari  SD,  MI,  atau bentuk  lain  yang  

sederajat  atau  lanjutan  dari  hasil belajar yang diakui 

sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah. 

10. Pendidikan Inklusif adalah Sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya. 

11. Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  selanjutnya 

disingkat  PPDB  adalah  penerimaan  peserta  didik  

baru pada TK, SD, dan SMP. 

12. Data  Pokok  Pendidikan  yang  selanjutnya  disingkat 

Dapodik  adalah  suatu  sistem  pendataan  yang  

dikelola oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  

Kebudayaan  yang memuat  data  satuan  pendidikan,  

peserta  didik,  pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

substansi pendidikan yang datanya  bersumber  dari  

satuan  pendidikan  yang  terus menerus diperbaharui 

secara online. 

13. Rombongan  Belajar  adalah  kelompok  peserta  didik  

yag terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah. 

14. Ijazah  adalah  surat  pernyataan  resmi  dan  sah  yang 

menyatakan  bahwa  seseorang  Calon  peserta  didik  

baru telah  menyelesaikan  suatu  jenjang  pendidikan  

dan diberikan  setelah  lulus  Ujian  Sekolah  Berstandar 

Nasional / Ujian Sekolah. 

15. Program  Kesetaraan  Paket  A  adalah  Program  

pendidikan pada  jalur  Pendidikan  Non  Formal  yang  

diselenggarakan dalam  kelompok  belajar  yang  

memberikan  pendidikan setara dengan SD. 

16. Calon Peserta Didik Baru adalah  peserta  yang 

memenuhi syarat,  dan  mempunyai  kesempatan  untuk  

melanjutkan pendidikan dengan mengikuti seleksi PPDB 

yang berlaku. 
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17. Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki 

prestasi bidang akademik  dan  non  akademik  

dibuktikan  dengan sertifikat. 

18. Perpindahan  Tugas  Orang  Tua atau Wali  adalah  

perpindahan tugas orang tua atau wali yang dipindah 

tugaskan dari suatu daerah  ke  daerah  wilayah  Kota  

Tangerang  dengan membuktikan Surat Keputusan dari 

Instansi tempat yang bersangkutan bertugas. 

19. Mekanisme Daring  adalah  tata  cara  PPDB  dengan 

menggunakan  sistem  jaringan  terpadu  memanfaatkan 

teknologi  informatika,  menggunakan  database  melalui 

komputerisasi  yang  dirancang  secara  otomatis  

meliputi pendaftaran,  proses  seleksi,  pengumuman  

hasil penerimaan dan pendaftaran ulang. 

20. Mekanisme Luring  adalah tata cara PPDB yang dapat 

dilakukan apabila tidak terdapat sistem jaringan terpadu 

yang bisa dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke 

sekolah yang dituju dengan melampirkan dokumen yang 

dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 

21. Jalur  Zonasi  adalah  penerimaan  peserta  didik  baru 

secara  online  yang  diperuntukan  bagi  warga  Kota 

Tangerang berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. 

22. Daya  Tampung  adalah  jumlah  peserta  didik  baru  

yang diterima oleh satuan pendidikan. 

 

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

 

(1) PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal  11  ayat  (2)  huruf  a  diperuntukkan  bagi  

calon peserta  didik  baru  yang  berdomisili  di  dalam  

wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Keputusan Wali 

Kota. 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1)  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  
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yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum 

tanggal pendaftaran PPDB. 

(3) Dalam  hal  kartu  keluarga  sebagaimana  dimaksud  

pada ayat  (2)  tidak  dimiliki  oleh  calon  peserta  didik  

karena keadaan  tertentu,  maka  dapat  diganti  dengan  

surat keterangan domisili. 

(4) Keadaan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  

(3) meliputi: 

a. bencana alam; dan/atau 

b. bencana sosial. 

 

3. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni 40A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 40A 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerimaan 

Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang, Pemutakhiran Data,  

dan Perpindahan Peserta Didik diatur oleh Petunjuk Teknis 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

 Ditetapkan di Tangerang 

 pada tanggal 21 Mei 2021

        

WALI KOTA TANGERANG, 

 

Cap/ttd 

 

ARIEF R WISMANSYAH 

  

  

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal  21 Mei 2021       

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 

Cap/ttd 

 

             HERMAN SUWARMAN  

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 35 
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